78

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sistem pemerintahan Indonesia Sebelum Amademen UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan
sistem terpakai, baik menggunakan Sistem pemerinahan Presidensial
maupun Sistem pemerintahan parlementer, Sistem pemerintahan
Presidensial awalnya di gunakan pemerintahan orde lamanamun
mengalami gejolak dari dalam (adanya ketidakpuasan dari tokoh-tokoh
tentang sistem di pakai) maupun dari luar (agresi militer Belanda)
membuat para tokoh merubah kembali dari sistem parlemeter ke sistem
presidensial.

2. Sistem pemerintahan Indonesia Sesudah Amademen UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945
mejadi UUD RI 1945 memakai sistem pemerintahan Presidensial
walaupun tidak murni sistem presidensial atau pelaksaan melenceng
dari sistem presidensial sehingga memunculkan nama baru untuk
sistem pemerintahan Indonesia, yang oleh para ahli hukum tata
Negara.

Sesudah diamandemennya UUD tahun 1945, diperoleh gambaran
bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia bercirikan sistem
pemerintahan  Presidensil  Konstitusional vyaitu “suatu sistem

pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya
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dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden
diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara
pemerintahan maupun sebagai penyelenggara negara dengan arah
pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.
B. Saran
1. Sistem pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945.
Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 di butuhkan suatu
sistem pemerintahan yang sedikit otoriter karena kemerdekaan masa
rawan akan terjadinya perpecahan antar bangsa, suku dan agama, perlu
suatu sistem untuk merendam gejolak ketidakpuasan golongan tertentu
Setelah masyarakat sudah memahami demokrasi berkebebasan
pendapat maka sistem pemerintahan harus di ubah ke demokrasi yang
benar-benar nyata tanpa tekanan dari penguasa pemerintahan yang
menggunakan sistem pemerintahan melanggengkan kekuasaannya.
2. Sistem pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945
Sistem Pemerintahan Indonesia harus menjalankan sistem
presidensial karena presiden sebagai kepala Negara memilliki
kekuasaan tertinggi tidak boleh kekuasaan lebih tinggi dari presiden
mengakibatkan kekuasaan terjadi benturan antar lembaga dan presiden
merasa kekuasaan akan di mazkulkan akan melakukan berbagai cara

untuk melemahkan lembaga-lembaga lainya.
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